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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN TEMPAT
BERJUALAN DI PASAR PETISAH KOTA MEDAN

MUTIAANGGRIANI
1903100047

ABSTRAK

Tempat berjualan merupakan suatu tempat yang dipergunakan untuk
transaksi jual beli yang dibangun, dikelola serta disediakan tempat oleh
Perusahaan Umum Daearah Pasar. Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi untuk menghindari konflik fisik yang
akan merugikan kedua belah pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar
Petisah Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur
pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan keadaan objek
penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya
dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber. Narasumber
dalam penelitian ini sebanyak 7 orang, antara lain Sub Bagian Administrasi dan
Penagihan, Sub Bagian Pemasaran dan Perizinan, Kepala Urusan Pendapatan,
Pedangang yang ingin membayar konstribusi serta Pedagang yang tidak
membayar konstribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi
Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan secara
keseluruhan sudah terimplementasikan meskipun belum berjalan secara maksimal.
Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya para pedangang di pasar petisah
belum mematuhi dan tidak taat pada aturan yang berlaku dalam penggunaan
tempat berjualan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan dan Pasar



KATAPENGANTAR

» %v\_ -

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan karunianya serta nikmat kuasanya sehingga penulis masih
mampu menikmati ribuan nikmat iman hingga akhir hayat nanti. Shalawat dan
salam tak lupa pula diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang
membawa umatnya untuk hijrah dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang
benderang dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini. Serangkai
kata terimakasih juga penulis berikan khusus kepada kedua orang tua penulis yang
sangat penulis cintai dan yang penulis sayangi yaitu Bapak Sunarto dan Ibunda
Ade Ratna Yani yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan segala
yang terbaik untuk penulis. Ribuan hingga jutaan terimakasih bahkan tak cukup
untuk menggantikan segala yang telah di berikan oleh keduanya. Semoga Allah
SWT selalu memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan
selalu dalam kasih sayang Allah SWT, Aamiin yaa Rabbal ‘Alamin.

Skripsi ini merupakan syarat yang harus penulis tulis sebagai tanggung
jawab intelektual sebagai seorang mahasiswa Adminstrasi Publik Fakultas Iimu
Sosial dan Illmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis
memilih skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat

Bejualan Di Pasar Petisah Kota Medan.



Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan

dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih

kepada nama-nama dibawah ini.

1.

Bapak Prof. Dr. Agusani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara.

Bapak Dr. Arifin Saleh S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas llmu Sosial dan
IlImu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.SP selaku Wakil Dekan | Fakultas IImu

Sosial dan llmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ibu Dra. Hj. Yusrina Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan Il Fakultas llmu

Sosail dan lImu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP selaku ketua Jurusan Ilmu
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bapak Dr. Jehan Ridho lzharsyah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program
Studi IImu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kepada Igbal Nirwansyah yang telah banyak membantu membersamai
penulis secara tidak langsung dan menjadi motivasi penulis dalam
penyusunan tugas akhir ini.

Kepada kakak Dinda Putri Soleha si paling baik hati yang telah banyak
membantu membersamai penulis serta menjadi motivasi penulis dalam
penyusunan tugas akhir ini.



Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-
persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan
dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak
terimakasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta
tidaklupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang
ada selama penulisan skripsi ini.

Billahi Fii Sabilihaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu’alaikum \Nr.wb

Medan, Mei 2023

Penulis

MUTIA ANGGRIANI

NPM. 1903100047



DAFTAR ISI

ABSTRAK e i
KATA PENGANTAR. ...ttt iii
DAFTAR IST oo et Y
DAFTAR TABEL .uitiiiiiiiiiiiiiiiiiiietetneeeecnsntncecnsasesnsnsssssssssssnnss Vii
DAFTAR GAMBAR. ...ttt viii
DAFTAR LAMPIRAN ...t Xi
BAB | PENDAHULUAN ....cocoiiiiieit et 1
1.1. Latar Belakang .......ccccooiiiiiiiiicic e 1
1.2. Rumusan Masalah ..........ccocoiiiiiiiii 3
1.3. Tujuan Penelitian ... 3
1.4, Manfaat Penelitian..........ccccveeiieieiienieseee e 4
1.5. Sistematika PenuliSaNn .........c.ccoveiiieiiinieniriee e 5
BAB Il URAIAN TEORITIS ... 7
2.1. Kebijakan PUubliK ..........cocoooieiiiiiesee e 7
2.2. IMPIEMENTAST ..o 8
2.3. Implementasi Kebijakan PubliK ............ccccoooeiiiiiiiicic e 9
2.4, Lokasi Berjualan ..........c.cccooeiieiiiiccce e 13
BAB 111l METODE PENELITIAN ...oooiie e 15
3.1 Jenis Penelitian.......c.ocveiiiieiieie e 15
3.2 Kerangka KONSEP ....cccvveiviiiiieiiie ittt 16
3.3 DefinisSi KONSEP....ciuviviiiieiicie it 17
3.4 Kategorisasi Penelitian ...........ccccccovveveeiieiieiicc e 18
3.5 NArASUMDBET ..o s 18
3.6 Teknik pengumpulan data.............ccooeevriiiiiiiiieee, 20
3.7 Teknik AnaliSis Data ......c..cccoveiverieierieiiie e 21



3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Lokasi Penelitian
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil PENEIITIAN ....oveiiiiieic e
4.2 PeMDANASAN.......cceeiiiiieiece e
BAB V PENUTUP ..ottt
5.1 SIMPUIAN (..o
TN T 3 o F

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

Vi

22
23
33
33
56
61
61
62



DAFTAR TABEL

3.3 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin ..............cccccceve.ie.

3.4 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Umur

3.5 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Golongan Pendidikan .................

vii



DAFTAR GAMBAR

3.1 Kerangka KONSEP ......ccoviiiriiiriiciesieiee et 16

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota Medan 17

viii



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran |  : Daftar Riwayat Hidup
Lampiran Il : Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran Il : SK—1 Permohonan Judul Skripsi

Lampiran 1V : SK — 2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

LampiranV  : SK — 3 Permohonan Seminar Proposal

Lampiran VI : SK —4 Undangan Seminar Proposal

Lampiran VII : SK — 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran VIII : Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran X : Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian

Lampiran X : Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran XI : SK - 10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi



BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tempat berjualan merupakan suatu tempat yang dipergunakan untuk
transaksi jual beli yang terletak di lingkungan pasar milik Pemerintah Daerah
atau yang dikuasai Pemerintah Daerah, yang didalamnya diatur hak dan
kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan tempat berjualan yang dipakai.
Bila pedagang atau pengusaha ingin berjualan di pasar yang dikelola
Perusahaan Umum Daerah Pasar, maka pedagang atau pengusaha harus
mendapatkan izin dari direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar. Selain itu
harus menyetujui perjanjian pemakaian tempat berjualan yang sudah
disediakan terlebih dahulu oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar yaitu dengan
membutuhkan tanda tangan pada perjanjian tersebut. (dalam Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat Il No. 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat

Berjualan).

Pelaksanaan Peraturan Daerah dalam pemakaian tempat berjualan diatur
lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah, hal-hal yang belum diatur
dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Surat Keputusan Direksi
Perusahaan Daerah Pasar yang bertujuan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan-penyimpangan dan menghindari konflik fisik yang akan

merugikan kedua belah pihak, sehingga dengan dibuatnya peraturan



diharapkan segala bentuk penyimpangan dalam pemakaian tempat berjualan

dapat diatasi.

Kebijakan ini menegaskan bahwa pemakaian tempat berjualan meliputi
penyewa wajib mempunyai surat keterangan sementara atau surat keterangan
permanen yang memuat identitas dan gambar memakai serta nomor kios atau
stand yang dihunjuk baginya dengan membayar biaya yang ditentukan untuk
itu, penyewa harus menepati atau memakai sendiri stand atau kiosk yang
diizinkan baginya dalam tempo selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah
penghunjukkan, tidak membiarkan kosong ataupun tidak menempatinya atau
tidak membukanya sebagai tempat berjualan, pembayaran konstribusi setiap
bulannya dilakukan secara bulanan dan harian. (dalam Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat 11 No. 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat

Berjualan).

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Nomor 31 Tahun 1993 adalah untuk meningkatkan ketaatan dalam
kinerja terhadap pedagang atau pemilik hak sewa serta orang atau badan yang
diizinkan memakai tempat berjualan berkewajiban memenuhi ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Pelaku usaha pemakaian
tempat berjualan yang ada di pasar petisah kota medan tidak terlepas dari
berbagai macam persoalan. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaku pedagang
atau pemilik hak sewa saat pembayaran konstribusi setiap bulannya tidak

dilakukan secara bulanan ataupun harian.



Hal itu menjadi persoalan yang terkait dalam pemakaian tempat berjualan
yang dilakukan oleh para pedagang atau pemilik hak sewa yang dapat
mengakibatkan konflik. Dalam hal ini, fungsi kebijakan terhadap pemakaian
tempat berjualan tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab
Perusahaan Umum Daearah Pasar Petisah Kota Medan. Namun dalam
kenyataanya, fenomena menujukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tentang
pemakaian pemakaian tempat berjualan di lingkungan pasar petisah belum
sesuai dengan tujuan yang di harapkan oleh Peraturan Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II.

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah diuraikan diatas, maka
penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul “Implementasi

Pemakaian Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan
masalah penelitian adalah Bagaimana “Implementasi Kebijakan Pemakaian

Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi

Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan.



1.4 ManfaatPenelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis

maupun praktis dan akademis.

a.

Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta
memperluas wawasan penulis mengenai kebijakan pemakaian
tempat berjualan serta mampu menjadikan bahan evaluasi terhadap
program  pemerintah  dalam  mengembangkan  kebijakan
selanjutnya.

Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi
pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang

berkaitan dengan judul penelitian.

Akademis

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk
menempuh ujian sarjana llmu Admnistrasi Publik Fakultaslimu
Sosial dan llmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten

agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis,

maka dibuat penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab

yang lainnya yaitu sebagai berikut

BABI

BAB Il

BAB 111

: PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

dan sistematika penulisan.

: URAIAN TEORITIS
Dalam bab ini menjelaskan teori implementasi, Kebijakan

Publik, Pemakaian Tempat Berjualan.

:METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis penelitian,
kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber,
teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan

lokasi penelitian dan gambaran umum lokasi penelitian.



BAB IV

BAB V

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab meguraikan mengenai hasil penelitian di

lapangan dan pembahasan dari hasil wawancara.

:PENUTUP
Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan

saran dari hasil penelitian.



BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Kebijakan Publik

Menurut Keban dalam (Kadji, 2015), kebijakan publik dapat dilihat
sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan
sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijkan
merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang di inginkan, sebagai suatu
produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau
rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu
cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang
diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai
produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu
proses tawar-menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode

implementasinya.

Menurut Anderson dalam Taufiqurokman (2015 : 12), kebijakan publik
merupakan serangkaian tindakan yang mempuyai tujuan tertentu yang diikuti
dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna

memecahkan suatu masalah tertentu.

Menurut mulyadi (2015 : 37), kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu
keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan

kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh



instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas
pemerintah negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan

tertentu.

Dari beberapa uraian dari parah ahli diatas dapat disimpulkan bahwa
kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dilakukan pemerintah
untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di dalam untuk mencapai

suatu tujuan.
2.2 Implementasi

Menurut Horn (2016 : 154), mengartikan implementasi sebagai proses
maka proses implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik individu
maupun unit pemerintahan atau suatu yang di arahkan pada tercapainya tujuan

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut (Anggara, 2014), mengatakan implementasi merupakan suatu
kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan
akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari

suatu kebijakan.

Menurut (Winarno, 2016), mengatakan implementasi adalah apa yang
terjadi dalam undang-undang di tetapkan yang memberikan otoritas program,

kebijakan (benifit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Menurut (Mulyadi, 2015), implementasi merupakan proses umum

tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.



Menurut Mazmanian dan (Anggara, 2014), menyatakan implementasi
artinya memahami yang senyatanya sesudah suatu program dinyatakan
berlaku atau dirumuskan yang mencakup  usaha-usaha  untuk
mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada

masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, maka penulis dapat menyimpulkan
bahwa implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan
dan peraturan pemerintah yang telah disepakati bersama untuk mencapai

tujuan-tujuan dari kegiatan tersebut.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2014 : 657), implementasi kebijakan pada prinsipnya
adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Winarno dan Budi (2014 : 149), implementasi kebijakan publik
adalah salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik. Implementasi
kebijakan publik hanya satu variabel penting yang berpengaruh terhadap
keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

Menurut Hamdi (2014 : 97), pelaksanaan atau implementasi kebijakan
bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari

ditetapkannya suatu kebijakan tertentu.
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Selanjutnya, menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga kelompok variabel

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

1.

Karakteristik Masalah

a.

Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis
mudah dipecahkan, di pihak lain terdapat masalah-masalah
sosial yang sulit dipecahkan.

Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Ini berarti bahwa
suatu program relatif mudah diimplementasikan apabila
kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila
kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi
program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman
setiap anggota kelompok sasaran program relatif berbeda.
Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah
program akan relatif sulit diimplementasikan apabila
sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya, sebuah
program relatif mudah diimplementasikan apabila
kelompok sasarannya tidak terlalu besar.

Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah
program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau
bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan
daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan

perilaku masyarakat.
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2.  Karakteristik Kebijakan

a.

Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci
isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena
implementor mudah memahami dan menterjemahkan
dalam tindakan nyata.

Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan
teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki
sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun
beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan
tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk
setiap program sosial. Kondisi sosial ekonomi masyarakat
dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah
terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program
pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih

tertutup dan tradisional.

3. Lingkungan Kebijakan

a.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan
teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik
relatif lebih mudah menerima program pembaruan
dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan

tradisional.



12

b.  Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang
memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan
dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat dis-
insentif seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak
(BBM) atau kenaikan pajak akan kurang mendapat
dukungan publik.Tingkat komitmen dan ketrampilan dari
aparat dan implementor. Aparat badan pelaksana harus
memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan

selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku
Solihin Abdul Wahab (2010 : 87), mengatakan bahwa Implementasi Kebijakan
publik adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi
kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul
sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang
mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk

menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Selanjutnya, untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat 11 No. 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat
Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan, penulis menggunakan teori Daniel A.
Mazmanian dan Paul Sabatier seperti yang sudah dijelaskan diatas. Teori ini
penulis gunakan sebagai panduan analisis karena teori ini di anggap sesuai

dengan kondisi permasalahan yang terkait implementasi kebijakan publik.
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Selain itu, didalam teori ini juga dijelaskan hal-hal yang menghambat
implementasi kebijakan, seperti karakteristik masalah, krakteristik kebijakan,
lingkungan kebijakan. Faktor-faktor tersebut dapat menunjang keberhasilan

dalam implementasi kebijakan yang dilakukan secara lebih tertata dan teratur.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan
Implementasi kebijakan publik tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan
sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan

kebijakan.

2.4 Lokasi Berjualan

Lokasi berjualan adalah tempat suatu usaha atau aktivitas perusahaan
beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa atau
tempat konsumen untuk datang dan berbelanja. Pemilihan dan penentuan
lokasi merupakan ilmu penyelidikan tata ruang (spartial order) suatu kegiatan
ekonomi. Pemilihan suatu lokasi usaha yang strategis dan tepat sangat
menentukan keberhasilan suatu usaha di masa yang akan datang.

Sedangkan (Alma, 2016), menyatakan bahwa lokasi berjualan adalah
tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa

yang mementingkan segi ekonominya.
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Menurut (Tjiptono, 2015), lokasi berjualan mengacu pada berbagai
aktivitas pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah
penyampaian atau penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada
konsumen.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa lokasi berjualan adalah
suatu tempat dimana perusahaan beroperasi dan menghasilkan barang dan jasa
serta pemilihan suatu lokasi perusahaan sangat menentukan keberhasilan suatu

usaha.



BAB Il1

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur
pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan keadaan objek
penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana
adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber.

Menurut (Arikunto, 2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang
dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang lain yang
sudah disebutkan, yang dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu
untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara,
menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan
fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Menurut (Moleong, 2012), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang
memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelah dan memahami sikap,
pandangan, perilaku, sikap pandangan, perilaku individu dan kelompok orang.
Pendekatan ini di arahkan kepada latar belakang individu secara kualistik
menggunakan metode deskiptif sehingga dapat memberikan gambaran realita
yang kompleks dalam melihat adanya koordinasi dalam meningkatkan

perencanaan pembangunan.
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Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk
mempermudah dalam penyusunan dan menjadikan penilaian lebih sistematis.

Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian

lebih terarah.

3.2 KerangkaKonsep

Implementasi Kebijakan
Penggunaan Tempat

Berjualan di Pasar Petisah

Mewujudkan tujuan
Peraturan Daerah dalam
rangka penggunaan tempat

berjualan yang tertata,

Perusahaan Umum Daerah

Pasar Kota Medan
1.Adanya  karakteristik
masalah

—

2. Adanaya karakteristik
kebijakan

3. Adanya lingkungan

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Dari gambar diatas dapat dilihat kerangka konsep yang dibuat oleh peneliti
yaitu Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar

Petisah Kota Medan adalah suatu gambaran untuk mewujudkan tujuan

Peraturan Daerah dalam rangka penggunaan tempat berjualan.
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3.3 Definisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk

menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu

yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah

karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-

konsep sebagai berikut :

1.

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dilakukan
pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi
dalam mencapai suatu tujuan.

Implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan
kebijakan dan peraturan pemerintah yang telah disepakati bersama
untuk mencapai tujuan-tujuan dari kegiatan tersebut.

Implementasi kebijakan publik tidak akan dimulai sebelum tujuan-
tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh
keputusan-keputusan kebijakan.

Lokasi berjualan adalah suatu tempat dimana perusahaan
beroperasi dan menghasilkan barang dan jasa serta pemilihan suatu

lokasi perusahaan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha.
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3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi berhubungan dengan bagaimana subjek dan objek penelitian
ini. Ketegorisasi yang ditentukan merupakan campuran dari beberapa
indikator yang sudah peneliti lakukan. Kategorisasi dalam penelitian ini
adalah Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar

Petisah Kota Medan.

Berikut beberapa kategorisasi dalam penelitian ini, yaitu :

5.  Adanya karakteristik masalah

6. Adanya karakteristik kebijakan

7. Adanya lingkungan kebijakan
3.5 Narasumber

(Afrizal, 2015) mengatakan, narasumber penelitian adalah orang yang
memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu
kejadian atau suatu hal kepada penelitian atau wawancara mendalam.

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka
dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber.
Adapun narasumber yang akan diwawancarai berasal dari Perusahaan Daerah
Pasar Kota Medan.

a. Nama : Hanafi
Usia : 47 tahun

Jabatan : Sub Bagian Administrasi dan Penagihan



Nama

Usia

Jabatan

Nama

Usia

Jabatan

Nama

Usia

Jabatan

Nama

Usia

Jabatan

Nama

Usia

Jabatan

Nama

Usia

Jabatan
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: Zulfikri Hasibuan

: 45 Tahun

: Sub Bagian Pemasaran dan Perizinan
: Umrianto, SE

: 50 tahun

: Kepala Urusan Pendapatan

: Rahma Sarifah

: 40 tahun

: Masyarakat membayar konstribusi

: Lina Marlina

: 46 tahun

: Masyarakat membayar konstribusi

: Sabrina Novita Nasution

: 32 tahun

: Masyarakat tidak membayar konstribusi
: Roilse Luky Namora

: 45 tahun

: Masyarakat tidak membayar konstribusi
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3.6 Teknik Pengumpulan Data
Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti perlu
mengumpulkan data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan
penelitian. Sumber data ini di dapatkan melalui wawancara yaitu mengajukan
beberapa pertanyaan terhadap narasumber ataupun responden yang berkaitan
dalam penelitian.
a. Dataprimer
Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi
penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini
disebut data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan
wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan
berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.
b. Datasekunder
pengumpulan data-data yang relevan dengan pemersalahan yang di
teliti dan di peroleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya.
data sekunder ini digunakan sebagai pendukung dalam analisa

data.



21

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik
analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan
menelah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul,
mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan Yyang
kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa kebenaran
data serta menafsirkannya dengan menganalisis sesuai dengan kemampuan
daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode
tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini berusaha untuk
menggambarkan implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di
pasar petisah dan mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban yang diberikan
narasumber.

(Sugiyono, 2016) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari
data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara
mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam pola,
memilih nama yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

(Sugiyono, 2017) teknik analisis data adalah proses pengumpulan data
secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan.
Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis
interaktif. Terdapat tiga komponen dalam teknik analisis ini, yaitu reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
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Teknik analisis data yang interaktif dikembangkan oleh Miles dan
Humberman (2014) yaitu:
a. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya,
dengan demikian data yang diperoleh akan memberikan gambaran
yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya.
b.  Penyajian Data
Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data,
maka akan mempermudah peneliti untuk memahamiapa yang
terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah
di pahami.
c.  Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan dalam data kualitatif adalah temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis
dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian
Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian iniadalah Perusahaan
Daerah Pasar Kota Medan Jl. Razak Baru No. 1-A Pasar Petisah Medan.
Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan April 2023 sampai dengan bulan

Mei 2023.
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3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian
3.9.1.  Sejarah Singkat Perusahaan Daerah Pasar
Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan adalah salah satu
Badan Usaha Milik Daerah BUMD yang merupakan peralihan dari Dinas
Pasar kotamadya TKk.Il Medan pengelolaan awalnya berdasarkan
Peraturan Daerah No0.15 Tahun 1992 tentang pembentukan Perusahaan
Daerah Pasar Kotamdya Medan kemudian dirubah dengan Peraturan
Daerah No.8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar
Kota Medan lalu kemudian dirubah lagi dengan peraturan Daerah No.10
Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dan terakhir
dirubah denganPeraturan Daearah No.04 Tahun 2021 tentang Perusahaan
Umum Daerah Pasar Kota Medan.

3.9.2.  Visi dan Misi Perusahaan Umum Daerah Kota Medan

Visi

Adapun visi Perusahaan Umum Daerah Kota Medan adalah
mewujudkan suatu pelayanan maksimal jasa pengelolaan managemen
pasar yang berkaitan pengembangan dan peningkatan perekonomian serta
pendapatan daerah sehingga terwujud suatu lingkungan kerjasama dan

berkolaborasi menuju Kota Medan Berkah.
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Misi
Adapun visi Perusahaan Umum Daerah Kota Medan adalah
sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan revitalisasi, perawatan, penataan, perluasaan
dan pembangunan Pasar Tradisional yang dapat berdaya saing
menuju pasar yang lebih moderen.

2. Mensosialisasikan Peraturan yang telah ditetapkan sehingga
kesadaran pedagang untuk mematuhi / mengindahkan akan
peraturan yang ada di Pasar meningkat.

3. Menyelenggarakan ketertiban, kebersihan, keamanan serta
kenyamanan pasar.

4.  Menegakkan pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan di pasar
serta penetapan sanksi.

5.  Menjalin kerjasama dengan Instansi terkait dalam pengelolaan
pasar.

6. Memberikan pelayanan yang cepat, unggul, dan terukur melalui
sistem komputerisasi.

7. Memberikan kontribusi yang optimal bagi pemerintah dan

masyarakat khususnya pedagang pasar Kota Medan.
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3.9.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perusahaan
Umum Daerah Pasar
A. Tugas Pokok Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan
Tugas Pokok Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan adalah
perusahaan yang bertugas memberikan pelayanan umum dalam
pengelolaan pasar kepada masyarakat melalui penyediaan sarana
tempat berjualan yang baik. Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota
Medan juga melaksanakan pembinaan kepada para pedagang di pasar
dan turut serta dalam mengatur kelancaran distribusi barang sehingga
dapat menjaga kesetabilan harga.
B. Fungsi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan
1.  Merencanakan, membangun, serta pemeliharaan / perawatan
pasar.
2. Mengelola pasar beserta sarana kelengkapannya.
3. Melakukan pembinaan kepada para pedagang pasar.
4.  Mendukung secara aktif kebijaksanaan dan umum Pemerintah.
Kota Medan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).
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Adapun Tugas Jabatan Struktural Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota
Medan sebagai berikut :
Walikota

Walikota mempunyai tugas sebagai mengangkat dan memberhentikan
Direktur Utama, mengawasi Direktur Utama dalam melaksanakan tugas yang
telah dibebankan kepadanya, mengendalikan dan melaksanakan pengawasan
kegiatan operasi, mengkoordinasikan hubungan kerja secara terpadu dengan
pihak luar.
Badan Pengawas

Badan pengawas mempunyai tugas sebagai memberi pendapatan dan
sarana kepada kepala daerah atas rencana kerja dan anggaran belanja
perusahaan daerah, mengawasi pelaksanaan kerja dan anggaran perusahaan
daerah dan menyampaikan hasil penilaian kepada kepala daerah, mengawasi
perkembangan kegiatan perusahaan daerah,badan pengawas dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada daerah.
Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas sebagai menetapkan kebijakan dan
memimpin pelaksanaan tugas perusahaan serta mempertanggung jawabkan
jalannya perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,
menyampaikan rencana kerja Anggaran Perusahaan kepada walikota melalui
badan pengawas, menandatangan izin-izin dan menjalin kemitraan dalam
pengelolaan potensi pasar, melaporkan perkembangan perusahaan kepada

Walikota Medan melalui badan pengawas mengenai seluruh kegiatan
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Perusahaan, neraca dan perhitungan laba/rugi, melaksanakan perencanaan dan
pengembangan perusahaan, menjalin hubungan kerjasama dengan pihak
ketiga dalam peremajaan dan pengembangan pasar dengan persetujuan
Walikota Medan melalui Badan Pengawas, mewakili perusahaan baik
didalam dan diluar perusahaan, melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan
Walikota Medan.
Direktur Pengembangan dan SDM

Direktur Pengembangan dan SDM mempunyai tugas sebagai
melaksanakan tugas dan koordinasi dengan bagian lainnya berdasarkan
arahan Direktur Utama disesuaikan bidang tugasnya, merencanakan dan
mengendalikan program kerja di Bagian Pengembangan Pasar dan Sumber
Daya Manusia, melakukan kerja sama dengan Direktur Operasional dan
Direktur Administrasi dan Keuangan, menyusun kebijakan/strategi
perusahaan dalam bidang pengembangan pasar menyangkut tata ruang,
estetika, arsitektur, konstruksi, penzoningan, pengolahan data pasar dan
pengadaan serta pembagian sumber daya manusia berdasarkan pertimbangan
beban kerja dan produktivitas, mengawasi, mengevaluasi dan melakukan
pembinaaan pelaksanaan tugas unit kerja bawahan, memberikan laporan
pertanggung jawaban tertulis berkala setiap triwulan kepada Direktur Utama
atas pengembangan dan pelaksanaan program kerja pada bagian-bagian
dibawah Direktur pengembangan dan SDM, membantu Direktur Utama

dalam rencana keputusan, kebijakan, strategi dalam pengembangan
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perusahaan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Utama
sesuai dengan bidang tugasnya.
Direktur Administrasi dan Keuangan

Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas sebagali
melaksanakan tugas dan koordinasi dengan bagian lainnya berdasarkan
arahan Direktur Utama disesuaikan bidang tugasnya, melaksanakan tugas dan
koordinasi dengan bagian lainnya berdasarkan arahan Direktur Utama
disesuaikan bidang tugasnya, merencanakan dan mengendalikan program
kerja di bagian administrasi, Keuangan dan Hukum Humas, membuat laporan
rencana sumber dan penggunaan dana pengelolaan harta kekayaan perluasan
setiap akhir tahun, mengkoordinir penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
Biaya Perusahaan, mengawasi, mengevaluasi dan melakukan pembinaan
pelaksaan tugas unit kerja bawahan, menyelenggarakan kegiatan administrasi
surat menyurat, keuangan dan kegiatan rumah tangga hukum dan humas,
membantu Direktur Utama dalam rencana keputusan, kebijakan, strategi
dalam pengembangan perusahaan, memberikan laporan tertulis dan
pertanggung jawaban tertulis secara berkala setiap triwulan kepada Direktur
Utama atas pengembangan dan pelaksaan program kerja pada bagian-bagian
di bawah administrasi dan keuangan, melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan Direktur Utama sesuai dengan bidang tugasnya.
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Direktur Operasi
Direktur Operasi mempunyai tugas sebagai melaksanakan tugas dan
koordinasi dengan bagian lainnya berdasarkan arahan Direktur Utama
disesuaikan bidang tugasnya, merencanakan dan mengendalikan program
kerja di Bagian Usaha dan penertiban / kebersihan, menyusun kebijakan /
strategi Perusahaan dalam bidang usaha dan penertiban / kebersihan untuk
mewujudkan pasar bersih, tertib, aman, rapih dan indah.
C. Struktur Organisasi
Adapun Susunan Organisasi tertuang dalam Keputusan
Walikotamadya No. 07 Tahun 1993 dan Tata Kerja Perusahaan Daerah
Pasar Kotamadya Daerah Tingkat Il Medan terdiri dari :
A. Walikota
B. Badan Pengawas
C. Direktur Utama
Terdiri dari :
1.  Satuan Pengawas Intern
1.1 Kasiwas Pengawasan Umum dan Keuangan

1.2 Kasiwas Pengawasan Pendapatan dan Pembangunan

D. Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia
1. Bagian Kepegawaian
1.1 Sub Bagian Adminstrasi dan Sumber Daya Manusia

1.2 Sub Bagian Penggajian dan Kesejahteraan



2.
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Bagian Perencanaan
1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pasar
1.2 Sub BagianPengelolaan Data dan Sistem Informasi

Manajemen

E. Direktur Administrasi Keuangan

1.

Bagian Umum

1.1 Sub Bagian Tata Usaha
1.2 Sub Bagian Pengadaan
Bagian Keuangan

1.1 Sub Bagian Anggaran
1.2 Sub Bagian Akutansi
1.3 Sub Bagian Kas / Pajak
Bagian Hukum / Humasy
1.1 Sub Bagian Hukum

1.2 Sub Bagian Humasy

F. Direktur Operasi

1.

Bagian Usaha

1.1 Sub Bagian Pemasaran dan Perizinan
1.2 Sub Bagian Administrasi dan Penagihan
Bagian Penertiban/Kebersihan/Perawatan
1.1 Sub Bagian Penertiban

1.2 Sub Bagian Kebersihan

1.3 Sub Bagian Perawatan



G. Cabang |

1. Kepala Urusan Umum

2. Kepala Urusan Pendapatan

3. Kepala Urusan Penertiban
H. Cabang Il

1. Kepala Urusan Umum

2. Kepala Urusan Pendapatan

3. Kepala Urusan Penertiban
I. Cabang Il

1. Kepala Urusan Umum

2. Kepala Urusan Pendapatan

3. Kepala Urusan Penertiban
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3.9.3. Bagan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan

STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN

WALIKOTA

e

Direktur Utama
SE

|

r

Dirextur Pengembangan /
Sumber Daya Manusia

1
—

Direktur Administrasi /
Keuangan

Fernando H. Napitupulu, SE

Direktur Operasi
Ismail Pardede, SH

Imam Abdul Hadi, SE
A
I — | = T 1
Satuan Peng Bagian Kepagzwaian Bagan Perencanaan Bagian Umum Bagian Keuangan Bagian Hukum/ Humasy, sagéagi;’:""?r K;ﬁﬂ,’;’,‘fxz’m
Inem Silvia Hariani, SS, 1. M. Yusuf Ludis, SE Sugiono, SAg JAkuntansi Hafis Ibrahim, SH L h Sakman Tagh, ST
Jalil Muhammad, ) Kom d Zikcioh, SE i
; P
e I -
Kazwas Panganazan Py ——— Sib Bagian Perencanas e~ ; <[ sub Bagian Hukum Sub Bagian Pemasaran Sub Bagian -
Unuem Dan Keuangan SiarbarDeve i DamPengaerbangan Pesss ?“?BBJ o A?‘f,?:: m{,’ggﬁa& Eka Herawaly, SH Dan Perizinan Penertban
A. Jakpar B, SE Muksin Luis, SH . STJuher S;;snn: ;_: i Zulfikri Hasibuan Indra Kesuma
Ll B L el el Sub Bagian Sub Bagian Akuntansi SubjBagian Humasy b Bogn Ao Sub Bagian
; mun;" Surianto, ST Pengadaan/RT Zulfadly, SE Erwansyah, lan Panaghan Kebersthan
0, Mufty Haris Hanafi Sunarlo
Sub Bagian Kas/Pajak

Zuhii F, S.Sos

Sub Bagian Perawatan
Suhendrik

Czbang |

zh Pulra, S.PL, M.Si

Cabang ll
Budi Frisyah Putra, SE,
MAP
¥

Cabang Il
Mahyuddin Ginting

Kepala Unusan
Pand:patan
Urnrianto, SE

Heru Soma Lalupernsa

1
Kepala Urusan
Penertiban

—
Kepda Urasan
Umum
Nukhofiza Stampu!,

12 Kepala Pasar

Kepala Urusan
Pendapatan

Haim Syahputra,
SPd

L 1
Kspala Urusan
Unum
Rismaniar

8 Kepala Pasar

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, penulis akan menyajikan data yang diperoleh pada saat
penelitian di lapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang
diperolen melalui wawancara langsung bersama narasumber yang
berwewenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan.
Sumber data dalam penelitian ini ada 7 (tujuh) informan orang yang terdiri
dari dua orang Sub Bagian, satu orang Kepala Urusan Pendapatan, dua orang
masyarakat membayar konstribusi dan dua orang masyarakat tidak membayar
konstribusi.

Berikut adalah penyajian data berdasarkan hasil wawancara dengan
berbagai informan dari pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota
Medan. Adapun daftar dalam pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan
dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna
menjawab fenomena yang diteliti.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan
terhadap narasumber dapat dikelompokkan data — data yang berkaitan
dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan. Sehingga
dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan
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sebagai sumber infornasi dan data penelitian ini selanjutnya di sajikan

secara sistematis penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :
a. Distribusi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokan menjadi dua
kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan
narasumber dengan jenis kelamin perempuan pada tabel 3.3 berikut
disajikan untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 3.3 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

NO Jenis Kelamin Frekuensi Persentase
1 Laki-laki 3 30%
2 Perempuan 4 70%
Jumlah 7 100%

Sumber : Data wawancara 2023

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber
jenis kelamin perempuan dengan persentase 70% dan jenis kelamin laki —

laki dengan persentase 30 %.
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b. Distribusi Narasumber berdasarkan Umur

Berdasarkan umur narasumber dapat dikelompokkan menjadi 3

kelompok yaitu :

Tabel 3.4 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Umur

Umur Frekuensi Presentase
25-32 1 20%
40 - 47 5 60%
50 - 57 1 20%
Jumlah 7 100%

Sumber data : wawancara tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa narasumber dengan
umur 25-32 tahun lebih yaitu sebanyak 1 narasumber dengan presentase
20%, sedangkan usia 40-47 frekuensi 5 narasumber dengan presntase 60%,
sisanya berasal dari narasumber dengan umur 50 — 57 yaitu sebanyak 1

narasumber dengan persentase 20%.

c. Distribusi Narasumber berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan golongan pendidikan, narasumber dikelompokkan
menjadi 2 kelompok yaitu narasumber dengan S1, dan SMA Pada tabel 3.5

berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut.
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Tabel 3.5 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Golongan Pendidikan

No Pendidikan Frekuensi Persentase
1 Sarjana 1 10%
2 SMA 6 90%
Jumlah 7 100%

Sumber data : wawancara tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa narasumber memiliki
perbandingan dengan sarjana frekuensi 1 narasumber atau 10%, dan SMA

frekuensi 6 orang atau dengan presentase 90%.

4.1.2 Penyajian Data

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber,
yaitu dengan Bapak Hanafi selaku Sub Bagian Administrasi dan
Penagihan, Bapak Zulfikri Hasibuan selaku Sub Bagian Pemasaran
dan Perizinan, Bapak Umrianto, SE selaku Kepala Urusan Pendapatan,
Ibu Rahma Sarifah sebagai Masayarakat Membayar Konstribusi, Ibu
Lina Marlina sebagai Masayarakat Membayar Konstribusi, Ibu Sabrina
Novita Nasution sebagai Masayarakat Tidak Membayar Konstribusi,
Ibu Roilse Lucky Namora sebagai Masayarakat Tidak Membayar

Konstribusi.
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4.2 Deskripsi Hasil Wawancara

4.2.1. Adanya Krakteristik Masalah

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 12
April 2023 dengan Bapak Hanafi sebagai Sub Bagian Administrasi dan
Penagihan. Memberi pertanyaan bahwa krakteristik masalah dari
implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah
yakni penarikan konstribusi Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota
medan 50% masih bersifat manual, karena para pedagang tidak semuanya

pandai menggunakan aplikasi seperti e-money.

Mengenai permasalahan yang pernah terjadi saat pengutipan
konstribusi yaitu masih ada para pedagang maupun pemilik hak sewa pada
saat penarikan konstribusi mereka ingin mencoba-coba tidak mau
membayar konstribusi tempat berjualan tersebut karena masih kurangnya

kesadaran para pedang dalam melakukan pembayaran konstribusi.

Kemudian tindakan yang dilakukan oleh para pihak perusahaan
dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam penggunaan tempat
berjualan pasar petisah kota medan yaitu dengan memberi peringatan
pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga dan pengelakan dan setelah

itu baru dicabut surat izin hak sewanya.
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Sedangkan dengan jumlah sumber daya manusia sudah sesuai
dengan rasio yang sudah di tetapkan oleh perusahaan umum pasar petisah
kota medan serta perusahaan umum daerah pernah mendengar keluhan
para pedagang dengan adanya peraturan daerah para pedagang dalam
pembayaran konstribusi belum semuanya menaati peraturan dan masih

tergantung kesadaran dari para pedangang.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 13
April 2023 dengan Bapak Zulfikri Hasibuan Sub Bagian Pemasaran dan
Perizinan. Memberi pertanyaan bahwa krakteristik masalah dari
implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah
yakni para pedagang dalam pembayaran konstribusinya masih 50%
bersifat manual dan 50% lagi menggunakan e-money, karena para
pedagang tidak mau capek pergi ke bank untuk menyetorkan konstribusi

tempat berjualan tersebut.

Selanjutnya permasalahan yang pernah terjadi saat pengutipan
konstribusi semenjak covid-19 banyak para pedangang tidak berjualan
sehingga petugas sulit untuk mengutip konstribusi hak sewa. Kemudian
tindakan dilakukan oleh para pihak perusahaan dalam mengatasi
permasalahan yang terjadi di dalam penggunaan tempat berjualan pasar
petisah kota medan dengan mengumpulkan para pedagang untuk
bermusyawarah sehingga mendapatkan kesepakatan antara pihak

perusahaan umum daerah pasar kota medan dengan para pedagang.
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Sedangkan di dalam jumlah sumber daya manusia sudah sesuai dengan
rasio yang sudah di tetapkan oleh perusahaan umum pasar petisah kota
medan. Selanjutnya perusahaan umum daerah pernah mendengar

keluhan para pedagang beliau mengatakan sering.

Dan dengan adanya peraturan daerah para pedagang ada yang
semakin patuh dalam pembayaran konstribusi bagi yang menyadari
tentang kewajibannya dan melaksanakan ketentuan yang berlaku dan
sebagian dari beberapa para pedangang tidak menyadari dan tidak mau

menaati peraturan yang berlaku.

Sedangkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari jumat, 14
April 2023 dengan Bapak Umrianto, SE Kepala Urusan Pendapatan.
Memberi pertanyaan bahwa krakteristik masalah dari implementasi
kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni
manajemen perusahaan dalam pengutipan konstribusi dari pedagang
masih bersifat seimbang yang artinya dalam penarikan konstribusi
masih 50% menggunakan setor tunai dan 50%nya lagi transaksi
pembayaran melalui jasa bank, karena perusahaan umum daerah pasar
petisah kota medan hanya mempunyai beberapa kerjasama antar bank
misalnya Bank Sumut, Bank BSI, Bank Mandi dan Bank BNI tetapi

dikalangan para pedagang mereka tidak menabung di bank tersebut.
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Selanjutnya permasalahan apa yang pernah terjadi saat pengutipan
konstribusi yaitu penggusuran secara paksa bagi para pedagang, karena
tidak mau mengngosongkan tempat berjualan yang sudah di cabut hak

izin sewanya.

Kemudian tindakan yang dilakukan oleh para pihak perusahaan
dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam penggunaan tempat
berjualan pasar petisah kota medan yaitu tetap menjalankan peraturan
yang berlaku sesuai dengan peraturan daerah. Sementara jumlah
sumber daya manusia sudah sesuai dengan rasio yang sudah di
tetapkan oleh perusahaan umum pasar petisah kota medan. Selanjutnya

perusahaan umum daerah pernah mendengar keluhan para pedagang.

Dan dengan adanya peraturan daerah apakah para pedagang
semakin patuh dalam pembayaran konstribusi, beliau mengatakan
tergantung para pedagang jika mempunyai kesadaran akan patuh dan

mengikutti peraturan daerah.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 25
April 2023 dengan Ibu Rahma Sarifah pedagang yang membayar
konstribusi. Memberi pertanyaan bahwa krakteristik masalah dari
implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah
yakni manajemen perusahaan masih bersifat manual dalam pengutipan
konstribusi dari pedagang beliau mengatakan kurang tau karena dalam

pembayaran kostribusi beliau masih bersifat manual yang dikutip
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langsung oleh parah petugas Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota

Medan.

Selanjutnya permasalahan yang pernah terjadi saat pengutipan
konstribusi pada saat para petugas mengutip yaitu mereka memberikan
sebuah peringatan untuk para pedagang lain yang tidak mau membayar
konstribusi tempat ini. Sementara jumlah sumber daya manusia sudah
sesuai dengan rasio yang sudah di tetapkan oleh perusahaan umum

pasar petisah kota medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 26
April 2023 dengan lbu Lina Marlina yang membayar konstribusi.
Memberi pertanyaan bahwa krakteristik masalah dari implementasi
kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni
manajemen perusahaan masih bersifat manual dalam pengutipan
konstribusi dari pedagang sudah ada yang menggunakan sistem e-
money karena saat beliau ingin membayar kewajibannya beliau
membayar menggunakan aplikasi m-bangking, akan tetapi jika beliau

tidak mempunyai saldo beliau membayar secara manual.
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Selanjutnya permasalahan yang pernah terjadi saat pengutipan
konstribusi ketika melihat para petugas ingin mengutip konstribusi
tetapi para pedangang masih belum mempunyai uang untuk
pembayaran konstribusi. Sementara jumlah sumber daya manusia
sudah sesuai dengan rasio yang sudah di tetapkan oleh perusahaan

umum pasar petisah kota medan.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 27
April 2023 dengan Ibu Sabrina novita Nasution tidak membayar
konstribusi. Memberi pertanyaan bahwa krakteristik masalah dari
implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah
yakni manajemen perusahaan masih belum di ketahui saat pembayaran
konstribusi masih bersifat manual dalam pengutipan atau tidak dari

pedagang.

Selanjutnya permasalahan yang pernah terjadi saat pengutipan
konstribusi saat tidak ada pembeli sama sekali di kiosnya sehingga
tidak sanggup membayar konstribusi. Sementara jumlah sumber daya
manusia belum sesuai dengan rasio yang sudah di tetapkan oleh

perusahaan umum pasar petisah kota medan.

Sedangkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Jumat, 28
April 2023 dengan Ibu roilse luky namora tidak membayar konstribusi.
Memberi pertanyaan bahwa krakteristik masalah dari implementasi

kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni
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manajemen perusahaan masih belum di ketahui oleh beliau saat

pengutipan konstribusi sudah bersifat manual atau belum.

Selanjutnya permasalahan yang pernah terjadi saat pengutipan
konstribusi saat tidak ada pembeli sama sekali di kiosnya sehingga
tidak sanggup membayar konstribusi. Sementara jumlah sumber daya
manusia belum sesuai dengan rasio yang sudah di tetapkan oleh

perusahaan umum pasar petisah kota medan.

Berdasarkan hasil wawancara, maka hasil wawancara sesuai
dengan pernyataan yang diberikan oleh narasumber diatas adalah
krakteristik masalah yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah Pasar
Petisah sudah terealisasikan dengan baik. Namun masih perlu di
tingkat terkait pengutipan konstribusi terhadap para pedagang yang
belum merata di tpasar petisah agar kewajiban tersebut dapat berjalan

dengan baik.

4.2.2 Adanya Krakteristik Kebijakan

Menurut hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 12 April
dengan Bapak Hanafi sebagai Sub Bagian Administrasi dan
Penagihan. Memberi pertanyaan bahwa krakteristik kebijakan dari
implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah
yakni perusahaan umum daerah di pasar petisah pernah memberikan

sanksi kepada para pedagang yang dengan sengaja tidak menaati
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Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat

berjualan.

Sedangkan isi dari kebijakan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993
tentang penggunaan tempat berjualan apakah sudah jelas dan dapat
dipahami. Sementara ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No. 31
Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah
sebelum para pedagang menempatti tempat berjualan terlebih dahulu
para pedagang di sosialisasikan tentang ketentuan dan peraturan

sebagai pemegang hak sewa.

Oleh karena itu bagaimana Kkebijakan perusahaan dalam
meningkatkan sumber daya manusia dengan cara memperkenalkan dan
mempromosikan kepada khalayak masyarakat untuk berbelanja di
pasar petisah. Untuk penerapan di dalam kebijakan ini ada alokasi dana

tertentu misalnya untuk sosialisasi pembangunan tempat berjualan.

Kemudian sistem pembayaran konstribusi ada rencana dilakukan
secara online secara menyeluruh tetapi melihat situasi dan kondisi para
pedagang terlebih dahulu. Selanjutnya para pedagang belum dapat
memastikan lebih memilih pembayaran melaui e-money atau
pembayaran secara manual karena masih seimbang dalam pembayaran

konstribusi.
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Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 13
April 2023 dengan Bapak Zulfikri Hasibuan Sub Bagian Pemasaran
dan Perizinan. Memberi pertanyaan bahwa krakteristik kebijakan dari
implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah
yakni perusahaan umum daerah di pasar petisah pernah memberikan
sebuah sanksi kepada para pedagang yang dengan sengaja tidak
menaati Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan

tempat berjualan tentu.

Sedangkan isi dari kebijakan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993
tentang penggunaan tempat berjualan sudah jelas dan dapat dipahami.
Sementara ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No. 31 Tahun

1993 tentang penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah.

Oleh karena itu kebijakan perusahaan dalam meningkatkan sumber
daya manusia pedagang dapat memberikan masukkan terhadap
perusahaan. Untuk penerapan didalam kebijakan ini ada alokasi dana
tertentu misalnya untuk sosialisasi ada untuk sosalisasi iuran
pembanguan pasar (IIP). Kemudian sistem pembayaran konstribusi
para pedagang masih seimbang atau masi sama rata dalam pembayaran

konstribusi tersebut.
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Berikutnya hasil wawancara yang diperoleh pada hari Jumat, 14
April 2023 dengan Bapak Umrianto, SE Kepala Urusan Pendapatan.
Memberi pertanyaan bahwa krakteristik kebijakan dari implementasi
kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni
perusahaan umum daerah di pasar petisah pernah memberikan sanksi
kepada para pedagang yang dengan sengaja tidak menaati Peraturan

Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan.

Sedangkan isi dari kebijakan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993
tentang penggunaan tempat berjualan apakah sudah jelas dan dapat di
pahami.Sementara ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No. 31

Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah.

Oleh karena itu kebijakan perusahaan dalam meningkatkan sumber
daya manusia dengan menyediakan fasilitas seperti kios, stand ataupun
meja untuk berjualan. Untuk itu penerapan didalam kebijakan ini ada
alokasi dana tertentu dengan bantuan anggaran pemerintah kemudian
sistem pembayaran ada rencana konstribusi dilakukan online secara
menyeluruh. Selanjutnya para pedagang lebih berdominan pembayaran

secara manual.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 25
April 2023 dengan Ibu Rahma Sarifah pedagang yang membayar
konstribusi. Memberi pertanyaan bahwa krakteristik kebijakan dari

implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah
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yakni perusahaan umum daerah di pasar petisah pernah memberikan
sanksi kepada para pedagang yang dengan sengaja tidak menaati
Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat

berjualan.

Sedangkan isi dari kebijakan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993
tentang penggunaan tempat berjualan sudah jelas dan dapat dipahami.
Sementara itu ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No. 31 Tahun
1993 tentang penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah sebelum

menempati kios terlebih dahulu kami di sosialisasikan para petugas.

Kebijakan perusahaan dalam meningkatkan sumber daya manusia
untuk para pedagang dapat memberikan kritikan terhadap perusahaan.
Selanjutnya penerapan di dalam kebijakan ini tidak ada alokasi dana
tertentu untuk sosialisasi tetapi perusahaan pasar merekomendasikan
pinjaman ke bank. Kemudian sistem pembayaran konstribusi ada
rencana dilakukan secara online secara menyeluruh. Selanjutnya para

pedagang lebih berdominan pembayaran secara manual.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 26 April
2023 dengan Ibu Lina Marlina yang membayar konstribusi. Memberi
pertanyaan bahwa krakteristik kebijakan dari implementasi kebijakan
penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni perusahaan umum

daerah di pasar petisah pernah memberikan sanksi kepada para
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pedagang yang dengan sengaja tidak menaati Peraturan Daerah No. 31

Tahun 1993 tentang penggunaan tempat berjualan.

Sedangkan isi kebijakan dari Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993
tentang penggunaan tempat berjualan sudah jelas dan dapat dipahami.
Sementara itu ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No. 31 Tahun

1993 tentang penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah

Oleh karena itu kebijakan perusahaan dalam meningkatkan sumber
daya manusia dengan memberikan fasilitas seperti tempat berjualan.
Untuk penerapan di dalam kebijakan ini tidak ada alokasi dana tertentu
untuk tetapi perusahaan memberikan untuk mencicil selama tiga kali.
Rencana sistem pembayaran konstribusi dilakukan secara online
menyeluruh belum di ketahui oleh beliau. Dan para pedagang lebih

memilih pembayaran melalui e-money.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 27
April 2023 dengan Ibu Sabrina novita Nasution tidak membayar
konstribusi. Tentang pertanyaan bahwa krakteristik kebijakan dari
implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah
yakni perusahaan umum daerah di pasar petisah pernah memberikan
sanksi kepada para pedagang yang dengan sengaja tidak menaati
Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat

berjualan.
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Sedangkan isi dari kebijakan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993
tentang penggunaan tempat berjualan sudah jelas dan dapat dipahami.
Sementara itu ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No. 31 Tahun
1993 tentang penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah. Oleh
karena itu kebijakan perusahaan dalam meningkatkan sumber daya

manusia dengan cara memberikan pelayanan terhadap para pedagang.

Untuk penerapan di dalam kebijakan ini tidak ada alokasi dana.
Kemudian sistem pembayaran konstribusi beliau belum mengetahui
ada atau tidak rencana dilakukan secara online secara menyeluruh.
Selanjutnya para pedagang juga kurang tau untuk saat ini lebih
memilih pembayaran melalui e-money atau pembayaran secara

manual.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Jumat, 28
April 2023 dengan Ibu roilse luky namora tidak membayar
konstribusi. Tentang pertanyaan bahwa krakteristik kebijakan dari
implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah
yakni perusahaan umum daerah di pasar petisah pernah memberikan
sanksi kepada para pedagang yang dengan sengaja tidak menaati
Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat

berjualan.
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Sedangkan isi dari kebijakan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993
tentang penggunaan tempat berjualan sudah jelas dan dapat dipahami.
Sementara itu ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No. 31 Tahun
1993 tentang penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah. Oleh
karena itu kebijakan perusahaan dalam meningkatkan sumber daya

manusia dengan cara memberikan faasilitas.

Untuk penerapan di dalam kebijakan ini tidak ada alokasi dana
tertentu untuk sosialisasi. Kemudian sistem pembayaran konstribusi
beliau belum mengetahui kapan untuk dilakukan secara online secara
menyeluruh. Selanjutnya para pedagang lebih memilih pembayaran
melalui e-money atau pembayaran secara manual beliau mengatakan

kurang tau tentang hal ini.

Berdasarkan hasil wawancara, maka hasil wawancara sesuai
dengan pernyataan yang diberikan oleh narasumber diatas adalah
krakteristik kebijakan yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah Pasar
Petisah sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan posisi dan
peraruran yang ada. Namun masih sangat perlu diadakannya pelatihan-
pelatihan dalam melakukan sistem pembayaran konstribusi secara
online. Hal ini dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan

perkembangan sekarang.
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4.1.2 Adanya Lingkungan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 12
April 2023 dengan Bapak Hanafi sebagai Sub Bagian Administrasi dan
Penagihan. Memberi pertanyaan bahwa lingkungan kebijakan dari
implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah
yakni lingkungan pasar di saat masyarakat sudah menggenal sistem
penjualan online sepi dari pengunjung dan banyaknya kios yang

menjadi kosong dan tutup.

Sementara para pedagang lebih menyukai menggunakan sistem
online karena tidak perlu membayar kios. Selanjutnya perusahaan
sudah mempunyai komitment salah satunya jika terdapat penyewa
tidak menepati atau membiarkan kosong dan tidak membukanya
sebagai tempat berjualan tanpa ada surat keterangan dari kios akan

dicabut surat hak izin sewanya.

Kemudian jika para pedangang telat membayar konstribusi, beliau
mengeluarkan surat peringatan sesuai dengan peraturan yang ada.
Salah satu bentuk dukungan pedagang terhadap kebijakan para

pedagang tetap membayar konstribusi.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 13
April 2023 dengan Bapak Zulfikri Hasibuan Sub Bagian Pemasaran
dan Perizinan. Tentang pertanyaan bahwa lingkungan kebijakan dari

implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah
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yakni lingkungan pasar di saat masyarakat sudah menggenal sistem
penjualan online banyaknya menunggak para pedagang karena tidak
adanya konsumen yang berbelanja. Sementara itu apakah para
pedagang lebih menyukai menggunakan sistem online atau sebaliknya
karena para pedagang tidak perlu mengeluarkan ongkos utuk kepasar

lagi.

Selanjutnya perusahaan sudah mempunyai komitment didalam
suatu perusahaan dan contohnya perusahaan masih tetap
beroperasional. Salah satu jika terdapat penyewa tidak menepati atau
membiarkan kosong tidak membukanya sebagai tempat berjualan
tanpa ada surat keterangan dari kios beliau mengatakan akan
dipasarkan kembali kepada orang lain. Kemudian jika para pedangang
telat membayar konstribusi akan di berikan sebuah peringatan terhadap
pedagang. Salah satu bentuk dukungan pedagang terhadap kebijakan

ini masih tetap berjualan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari jumat, 14
April 2023 dengan Bapak Umrianto, SE Kepala Urusan Pendapatan.
Tentang pertanyaan bahwa lingkungan kebijakan dari implementasi
kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni
lingkungan pasar di saat masyarakat sudah menggenal sistem
penjualan online akan sepi dan semakin berkurangnya konsumen yang

berdatangan.
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Sementara pedagang lebih menyukai menggunakan system secara
online. Selanjutnya perusahaan sudah mempunyai komitment didalam
suatu perusahaan yaitu para karyawan / karyawati tidak adanya di

pemutus hubungan kerja (PHK) ataupun di rumahkan.

Salah satu jika terdapat penyewa tidak menepati atau membiarkan
kosong tidak membukanya sebagai tempat berjualan tanpa ada surat
keterangan dari kios akan dicabut hak sewanya.Kemudian jika para
pedangang telat membayar konstribusi akan diberikan peringatan
untuk pedagang. Salah satu bentuk dukungan pedagang terhadap

kebijakan ini pedagang masih tetap memakai kios tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 25
April 2023 dengan Ibu Rahma Sarifah pedagang yang membayar
konstribusi. Memberi pertanyaan bahwa lingkungan kebijakan dari
implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah
yakni lingkungan pasar di saat masyarakat sudah menggenal sistem

penjualan online semakin merasa terancam bangkrut.

Sementara itu para pedagang lebih menyukai menggunakan sistem
online karena tidak perlu membayar kios. Selanjutnya perusahaan
sudah mempunyai komitment didalam suatu perusahaan salah satu
contoh komitmennya yaitu mereka tetap menagih uang kios apapun

yang terjadi.



54

Salah satu jika terdapat penyewa tidak menepati atau membiarkan
kosong tidak membukanya sebagai tempat berjualan tanpa ada surat
keterangan dari kios tetap akan ditagih konstribusinya. Kemudian
bentuk dukungan pedagang terhadap kebijakan ini harus tetap

membayar konstribusi.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 26
April 2023 dengan Ibu Lina Marlina yang membayar konstribusi.
Tentang pertanyaan bahwa lingkungan kebijakan dari implementasi
kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni
lingkungan pasar di saat masyarakat sudah menggenal sistem

penjualan online pedagang kehabisan modal untuk berjualan.

Sementara itu para pedagang tidak menyukai menggunakan sistem
online karena beliau kurang mengerti sistem online tersebut.
Selanjutnya perusahaan sudah mempunyai komitment contoh

komitment mereka masih mempertahankan perusahaan ini.

Salah satu jika para pedangang telat membayar konstribusi hak izin
berjualan akan dicabut oleh pengutip. Kemudian bentuk dukungan
pedagang terhadap kebijakan ini beliau mengatakan masih tetap

berjualan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 27
April 2023 dengan Ibu Sabrina novita Nasution tidak membayar

konstribusi. Memberi pertanyaan bahwa lingkungan kebijakan dari
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implementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah
yakni lingkungan pasar di saat masyarakat sudah menggenal sistem
penjualan online masih sepi. Sementara para pedagang lebih menyukai

menggunakan sistem online.

Selanjutnya perusahaan sudah mempunyai komitment didalam
suatu perusahaan komitment tersebut tidak pernah lupa untuk
mengutip konstribusi tempat berjualan. Salah satu jika para pedangang
telat membayar konstribusi dicabut hak izin sewanya. Kemudian
bentuk dukungan pedagang terhadap kebijakan masih tetap membayar

konstribusi walaupun sepi.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Jumat, 28
April 2023 dengan Ibu roilse luky namora tidak membayar konstribusi.
Tentang pertanyaan bahwa lingkungan kebijakan dari implementasi
kebijakan penggunaan tempat berjualan di pasar petisah yakni
lingkungan pasar di saat masyarakat sudah menggenal sistem
penjualan online pasar semakin sepi. Sementara para pedagang lebih

menyukai menggunakan sistem online.

Selanjutnya perusahaan sudah mempunyai komitment didalam
suatu perusahaan contohnya para perusahaan tetap menagih
konstribusi bila tidak bayar perusahaan akan mencabut hak izin sewa.
Salah satu jika para pedangang telat membayar konstribusi akan

dikeluarkannya surat peringatan. Kemudian bentuk dukungan
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pedagang terhadap kebijakan ini masih tetap membayar konstribusi

walaupun sepi.

Berdasarkan hasil wawancara, maka hasil wawancara sesuai
dengan pernyataan yang diberikan oleh narasumber diatas adalah
lingkungan kebijakan yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah Pasar
Petisah sudah cukup efektif. namun masih perlu ditingkatkan terkait
penyampain informasi mengenai kewajiban kebersihan tempat
berjualan, agar para pembeli lebih memilih berbelanja secara

tradisional.

4.3 Pembahasan

4.3.1. Adanya Krakteristik Masalah

Berdasarkan hasil wawancara penelitian krakteristik di tinjau dari
dalam impementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di Perusahaan
Umum Daerah Pasar Petisah Kota Medan bahwa krakteristik yang
dilakukan sudah terealisasi dengan baik. Sedangkan krakteristik juga bisa
di artikan sebagai sesuatu yang bisa membedakan satu hal dengan yang
lainnya.

Menurut Anderson dalam (Taufiqurohman, 2015), kebijakan publik
merupakan serangkaian tindakan yang mempuyai tujuan tertentu yang
diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku

guna memecahkan suatu masalah tertentu.
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Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang di jelaskan oleh
beberapa narasumber bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pihak
perusahaan sudah efektif untuk mengatasi permasalahan yang terjadi
dalam penggunaan tempat berjualan yaitu, perusahaan umum daerah pasar
petisah akan memberi sebuah peringatan pertama, peringatan kedua,
peringatan ketiga dan pengelakan untuk para pedagang setelah itu baru
dicabut surat izin hak sewanya.

Selanjutnya, terkait tentang tingkat kemajemukan kelompok bahwa
suatu program akan relatif lebih mudah diimplementasikan karena
kelompok sasaranya homogen, dimana pada konteks ini sasaranya adalah
pedagang. Tetapi disisi lain program tersebut akan lebih sulit karena
tingkat pemahaman setiap pedagang berbeda . Dapat dilihat dari hasil
wawancara Yyaitu dengan adanya peraturan daerah ada sebagian para
pedagang bersifat semakin patuh dalam pembayaran konstribusi bagi yang
menyadari tentang peraturan akan melaksanakan ketentuan yang berlaku
dan ada sebagian pula dari beberapa para pedangang yang tidak menyadari

atau tidak mau menaati peraturan yang berlaku.

Sedangkan proposi kelompok sasaran terhadap total populasi relatif
sulit di implementasikan karena masih memiliki pertimbangan-
pertimbangan dalam pembayaran konstribusi yang dapat dilihat dari hasil
wawancara Yyaitu saat penarikan konstribusi pihak perusahaan umum
daerah pasar masih mempertimbangkan dalam melakukan pembayaran

konstribusi seperti para pedagang masih ada beberapa yang melakukan
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pembayaran secara manual dan ada juga melakukkan pembayaran

menggunakan e-money.

Namun cakupan perubahan perilaku masih sulit diimplementasikan,
karena untuk mengubah sikap dan perilaku pedagang akan sulit untuk di
atasi dapat dilihat dari para pedagang maupun pemilik hak sewa pada saat
melakukan pengutipan konstribusi tempat berjualan dari para pedagang
maupun pemilik hak sewa setiap tenggat waktu yang sudah di sepakati
bersama namun pemilik hak sewa maupun para pedagang tidak melakukan

kewajibannya untuk membayar konstribusi tersebut.

4.3.2. Adanya Krakteristik Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara penelitian krakteristik di tinjau dari
impementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di Perusahaan Umum
Daerah Pasar Petisah Kota Medan bahwa kebijakan untuk menstrukturkan
proses kejelasan dan konsitensi dan tujuan. Menurut Nugroho (2014 :
657), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Sedangkan sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena
implementor mudah memahami dan menterjemahkan tindakan nyata.
Dalam penelitian ini, tindakan nyata dapat dilihat dari perusahaan umum
daerah pasar akan memberikan sanksi terhadap para pedagang yang
dengan sengaja tidak mau menaati Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993.
Dengan demikian, para implementor sudah memahami dengan jelas

mengenai isi kebijakan yang dilaksanakan.
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Selanjutnya, Kebijakan yang memiliki dasar teoritis mempunyai sifat
yang lebih mantap karena sudah teruji, seperti dapat di lihat isi dari
sebuah kebijakan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang
penggunan tempat berjualan para pedagang dapat memahami isi
kebijakan. Walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada
modifikasi. Sementara dengan adanya sumber daya keuangan adalah
faktor krusial untuk setiap program sosial di dalam sebuah kebijakan.
Sebuah kebijakan perusahaan dalam faktor krusial yaitu dengan cara
memperkenalkan dan mempromosikan kepada khalayak masyarakat
untuk berbelanja di pasar petisah. Sehingga Masyarakat yang sudah
terbuka dan terdidik tidak akan relatif lebih mudah menerima program
pembaruan.
4.3.3. Adanya Lingkungan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara penelitian krakteristik di tinjau dari
impementasi kebijakan penggunaan tempat berjualan di Perusahaan
Umum Daerah Pasar Petisah Kota Medan. Bahwa proses lingkungan
kebijakan yang dilaksanakan belum berjalan secara maksimal. Dengan
kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini dan tingkat kemajuan
teknologi yang sudah semakin terbuka dan terdidik relatif lebih mudah
menerima program pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang
masih tertutup dan tradisional. Dapat di lihat dari hasil wawancara
yang dijelaskan oleh beberapa narasumber yaitu lingkungan pasar saat

ini sangat sepi di karenakan masyarakat sudah memahami dan mudah
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menerima program-program pembaharuan dan masyarakat lebih
menyukai pembaharuan yang menggunakan pelayanan secara online.
Selanjutnya, terkait dukungan publik terhadap implementasi
terhadap kebijakan ini bersifat disinsentif, sehingga kebijakan ini sulit
untuk di implementasikan. Dapat dilihat hasil wawancara yaitu, seperti
lingkungan pasar di saat masyarakat sudah mengenal sistem online
semakin berkurangnya konsumen yang berdatangan sehingga para
pedagang membiarkan kios atau tempat berjualan kosong dan tidak
membukanya untuk berjualan. Tetapi tingkat komitment dari aparat
dan implementor perusahaan sudah mempunyai komitment salah
satunya jika terdapat penyewa tidak menepati atau membiarkan kosong
dan tidak membukanya sebagai tempat berjualan tanpa ada surat
keterangan dari kios akan dicabut surat hak izin sewanya. Badan
pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan

dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil uraian pada bab hasil pembahasan, maka dapat

disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di

Pasar Petisah Kota Petisah sudah terealisasikan dengan baik sesuai dengan apa

yang telah ditetapkan, namun dalam menjalankan kebijakan tersebut masih

terdapat beberapa hal yang harus di tingkatkan kembali untuk menunjang
keberhasilan kebijakan secara maksimal.

Maka keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh dapat disimpulkan
bahwa :

1. Krakteristik masalah dari tingkat kesulitan dan tingkat kemajemukan
Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar Petisah
Kota Medan sudah terealisasikan dengan baik, karena beberapa masalah
sosial secara teknis mudah untuk dipecahkan. Namun karakteristik
masalah yang sulit untuk di implementasikan yang terdiri dari tingkat
proposi kelompok sasaran terhadap total populasi yang mencakup semua
populasi serta cakupan perubahan perilaku yang bertujuan mengubah

sikap.
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2. Krakteristik kebijakan yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah Pasar
Petisah Kota Medan sudah terealisasikan dengan baik dan kebijakan
tersebut memiliki dukungan teroritis sehingga besarnya alokasi
sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial.

3. Lingkungan kebijakan yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah Pasar
Petisah Kota Medan, terdiri dari kondisi sosial ekonomi masyarakat serta
dukungan publik terhadap suatu kebijakan belum berjalan secara
maksimal, karena kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini dari tingkat
kemajuan teknologi sudah semakin terbuka dan terdidik relatif lebih
mudah menerima program pembaruan serta dukungan publik terhadap
suatu kebijakan. Sedangkan untuk dukungan publik terhadap suatu
kebijakan bersifat disinsentif sehingga kebijakan ini sulit untuk di
implementaasikan serta susah untuk mendapatkan dukungan.

5.2 Saran
Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mencoba

memberikan saran-saran dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat

Berjualan di Pasar Petisah Kota Medan.

1. Perusahaan Umum Daerah Pasar sebaiknya lebih tegas dalam
meningkatkan kemajemukan kelompok sasaran, proposi kelompok
sasaran dan cakupan perubahan perilaku serta melaksanakan tugas
lebih konsisten dan dalam memelihara pasar petisah serta perlu
meningkatkan dibidang pemasaran agar dapat menarik pembeli untuk

meningkatkan pendapatan sehingga tercipta kesejahteraan pedagang.
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2. Bagi pedagang harusnya mampu mengikuti aturan yang berlaku di
Perusahaan Umum Daerah Pasar Petisah Kota Medan khususnya

dalam setiap pembayaran konstribusi.
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Politik UMSU :
Nama lengkap /\f)(mq 79"77”“"’
NPM 1993 10054y
Program Studi //MU Aemin ot POb’/f
Tabungansks  : .[/33.. sks, IP Kumulatif . 3114

Menga_]ukzm pennohonan persctujuan _]udul sknp51

/mp/emmfm/ Jebirokan /owggunmn {—grhmr j,gjw,o,,, o [P Bassy /__
il pebisth  kota medan

42 /mP/emenfm/ peratvran (aiikot-a homoe~2 Fahun 208
= | K% mpgg/ca kinerya [JEHQHyUlango(n bencana bany' ~ of;
3 [W/emmtafz pergtvran b Koy, :feh oleu sz'd haner

| tevton ok humi
= ?‘al’fqgt}c‘zl qt fogak ‘Z[( Pckgmmat’al! kabupa&é’? dey Ie/‘janq

.Bersama permohonan ind saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan,

Demikianlah permohonan Saya, atas pemenksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan
terima kasih. Wassalam.

Pemoinon

ekomendasi Ketua Program Studi : /7%7[’_/ ‘
- Diteruskan kepada Dekan untuk v s
Penetapan Judul dan Pembimbing, MUH@ __H n?ﬂ riani-
_ (

Medan, 1. 9. Febrvari 503

Dosen Pembimbing yang dltunjuk
di.
PB: RATIGAH AR Riziy W
)
( Jc\ M harchka ¢.g p, ' VBN ooy 0.
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UMSU Torakreditael A Rerdaearkan Kepituesn Raden Abredassl Nasional Pacgurian Tinggl No 83/SK/BAN-PT/Akred/PT/IN2019

Pusal Admintetiasl Jatan Mbhiar Raer Mo ) Madan 20200 Tedp (841) 0422400 . 68224567 Fax (061) 6625474 - 6631003
Flustmadsn M umaumedan  Dur dan  @um dan

hitpaMisip umsn aetd * Belpdbomen se 4

[ SR N
e A by

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 252/SKALYAU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Hlma Sosial dan Hlmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hlmu Sosial dan limu Politik Nomor : 123 1/SK/11.3-
§U.UM.\‘ll-(\.%/lffl(\}l Tanpgal 19 Rabiul Awal 14431/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi
Ketua Program Studi Hmu Administrasi Publik tertanggal ¢ 09 Februari 2023, dengan ini
menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : MUTIA ANGGRIANI

NPM : 1903100047

Program Studi . llmu Administrasi Publik

Semester : VIII (Tujuh) Tahun Akademik 2022/2023

Judul Skripsi - IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN ~ PENGGUNAAN TEMPAT
BERJUALAN DI PASAR PETISAH KOTA MEDAN

Pembimbing - RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman

penulisan skripsi FISIP UMS
UMSU Nomor: 1231/SK/IL3

U sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP
-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26

Oktober 2021 M.
di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 025.19.310 tahun

2. Sesuai

2023.

3. Penetapan judul skri
selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan

Masa Kadaluarsa tanggal: 90 Februari 2024.

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU di Medan,
2. Pembimbing ybs. di Medan;

3. Pertinggal.

dengan nomor terdaftar

psi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak
peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tangal, 29 Rajab 1444 H
20 Februari 2023 M

N, 003017402

g”-:i{; (e STARS
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ila menjawab sural ini agar
omor dan langgalnya

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth. Medan, 7. 2797¢E 2044
Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu’alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik UMSU :
Nama lengkap ~ : ..lnl vt '”‘ﬂngg T
NPM L —
Jurusan vl //m‘)w””—mj tragr. )@Ué//% ............

meng:cljukan permohonan mengii(uti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dsngan Surat
Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor.f’tfé’t../SK‘/II.3/UMSU-03/F/2O..-.Z‘-’.*. tenggal
.dengan judu! sebagai berikut :

...........................................................

Bersama permohonan ini saya larapirkan :

1.~ Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);

Surat Penetapan Pembimbing (SK-2),

DKAM yang telah disahkan;

Kartu Hasil Studi Semester | s/d terakhir ASLI;

Tanda Bukti Lunas Bebar, SPP-tahip herialan;

'}l)anda Balikst;;unas Biaya Seminar Proposal S’l\'rip:;i‘
ropsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembi Bing (rangke

Semua berkas gim{asulg(an ke dulalnll l:};\)ijl\:\lx;:?nbll}l;llggb P

PNV AW

Demikian lhonan say: i :
lah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak s
o «

ucapkan terima kasih, Wassalam, aya

.
Menyetujui :
; Pemohon,

M

(LWAE.. dTh39T7AF
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Program Studi lImu Administrasi Publik
Hari, Tanggal © Jum'at, 17 Maret 2023
Wakiu . 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : AulaFISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.
m— . ]
R , NowoR o[t e ,
Noof - NAMAMAHASISWA- | PoKoOK PENANGGAP PEMBIMBING JUDUL PROPOSAL SKRIPS|
ot E i B WA e
' RAFIEQAH NALAR RIZKY, |AFFAN AL-QUDDUS, IMPLEMENTASI KEBJAKAN PENGEL.OLAAN PERCEPATAN
8 AULNASURYA ZHRI WO fos A los PENGGUNAAN NTERNET DI LNGKUNGAN PEMERINTAHAN GAYO LUES
AU SHPUTRA S FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
17" |YOLANDA FEBRIANI fogfootd | o A Ao, STAFRUDDIN, §.Sos,, NiH. | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA TULAAN KEGAMATAN GUNUNG
o MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKL
AGUNG SAPUTRA, S.8us, (RAFIEQAHNALAR RIZKY, | PLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNARN TEMPAT BERJUALAN DI
L o IM.AP. 6,805, MA PASAR PETISAH KOTA MEDAN
EFEKTIVITAS KINERJA APARATUR DESA DALAM OPTIVALISAS
8.50s, [or. .80,
19" [SUCI RAHMADANI 1903100053 ﬁ’,NGSAPUTM s, n[;rsim HAIAR 350s, PELAYANAN PRIVA KEPADA MASYARAKAT DI DESA PASKR BATAHAN
o o KABUPATEN MANDAILING NATAL
FUNGSI DRECTING KEPALA DESA DALAM NENINGKATKAN PELAYANAN
2 |PUTRIDEAASTUTI SREGAR 1903100056 QFSFOQNGL;)UDDUS' :NS'ZSNDQ"S“:HARD'K"“ KEPADA MASYARAKAT DI KANTOR KEPALA DESA RONGITAN
o T KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Medan, 22 Sya'ban 1444 H

15 Maret  203M
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Implementasi Kebikan Penggunaan Tempat Berjualan Di Pasar Petisah Kota Medan

)

. Adanya krakteristik masalah

Apakah manajemen perusahaan masih bersifat manual dalam penarikan kontribusi dari
pedagang? mengapa

Permasalahan apa saja yang pernah terjadi saat penarikan konstribusi? Permasalahan
apa yang paling banyak didapati? Mengapa?

Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh para pihak perusahaan dalam mengatasi
permasalahan yang terjadi di dalam penggunaan tempat berjualan pasar petisah kota
medan?

Apakah jumlah sumber daya manusia sudah sesuai dengan rasio yang sudah di tetapkan
oleh perusahaan umum pasar petisah kota medan ?

Apakah dengan perusahaan umum daerah pernah mendengar keluhan para pedagang?
Apakah dengan adanya peraturan daerah, para pedagang semakin patuh dalam

pembayaran konstribusi? Mengapa?

. Adanya krakteristik kebijakan

. Apakah perusahaan umum daerah di pasar petisah pernah memberikan sanksi kepada

para pedagang yang dengan sengaja tidak menaati Peraturan Daerah No 31 Tahun 1993
tentang penggunaan tempat berjualan?
Apakah isi kebijakan Peraturan Daerah No 31 Tahun 1993 tentang penggunaan tempat

berjualan sudah jelas dan dapat dipahami?

70
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- Apakah ada sosialisasi terhadap Peraturan Daerah No 31 Tahun 1993 tentang
penggunaan tempat berjualan di Pasar Petisah?

. Bagaimana kebijakan perusahaan dalam meningkatkan sumber daya manusia?

. Apakah didalam penerapan kebijakan ini ada alokasi dana tertentu? Misalnya untuk
sosialisasi?

. Apakah ada rencana sistem pembayaran konstribusi dilakukan secara online?

. Apakah para pedagang lebih memilih pembayaran melalui e-money atau pembayaran

secara manual?

. Adanya lingkungan kebijakan

. Bagaimana lingkungan pasar di saat masyarakat sudah menggenal sistem penjualan
online?

- Apakah para pedagang lebih menyukai menggunakan sistem online atau sebaliknya?

- Apakah perusahaan sudah mempunyai komitment didalam suatu perusahaan? Dan
berikan salah satu contoh komitment tersebut?

- Bagaimana jika terdapat penyewa tidak menepatti atau membiarkan kosong tidak
membukanya sebagai tempat berjualan tanpa ada surat keterangan dari kios?

. Bagaimana jika para pedangang telat membayar konstribusi?

. Apakah bentuk dukungan pedagang terhadap kebijakan ini?
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NOMY a0 N A

Nomor : S9VKEI/IL3.AU/UMSU-03/F/2023 Medan, 15 Ramadhan 1444 H
Lampinn : -- 06 April 2023 M
Hal : Mohon Diberikan izin

Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
di-

Tempat.

Bissmillahirahmanirrahim

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/lbu dalam keadaan schat wal’afiat serta sukses dalam menjalankan
segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan

memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : MUTIA ANGGRIANI

NPM : 1903100047

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Semester - VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2022/2023

Judul Skripsi . IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  PENGGUNAAN  TEMPAT

BERJUALAN DI PASAR PETISAH KOTA MEDAN

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan

terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu ‘alaikum wr. wb.

a.n. Dekan,

ZSONUAL
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PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A.H Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20233
Telp. (061) 7873439 Fax. (061) 7873314
E-mail : brida@pemkomedan.go.id Website : www.brida,pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET
NOMOR : (00.9/BRIDA/0428

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13
November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan I Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor:
595/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023. Tanggal: 06 April 2023. Hal: Mohon Diberikan Izin
Penelitian Mahasiswa.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan dengan ini memberikan Surat Mohon
Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa Kepada :

Nama : Mutia Anggriani.

NPM : 1903100047.

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik.

Lokasi : PUD Pasar , Kota Medan.

Judul :“Implementasi Kebijakan Penggunaan Tempat Berjualan di Pasar
Petisah Kota Medan”.

Lamanya : 1 (satu) bulan.

Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi

Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah

ditetapkan.
4, Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan

selambat lambatnya 2 (dua) bulan satelah Riset dalam bentuk soft copy atau
melalui Email _(brida@pemkomedan.qo.id) .

§. Surat keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan
tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota

Medan.
6. Surat keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d an
a T 1 : .
Fada, Ranqgp 12 April 2023

Ditandatangani secara elekironik oleh :
y KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA MEDAN,

MANSURSYAH, §, Sos, M. AP
Pembina Tk. I(IVib)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1.Wali Kota Medan (sebagai Laporan).

2. Direktur Utama PUD Pasar , Kota Medan.

3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara.

4. Arsip.

knn sertifkat elektroalk yang diterbitkan BSTE

%

Balal . - Dokumen ini telah o i sevara elehtronik ; )
Sertifikasi UU ITE Ko 11 Tahun 2008 bacal 8 Ayat | “Iformtasi Eleksronik dan/otau Dokumen Elektnmik dunfatau hasil cetakannye merupakan alat bukti hukum yang
Floktranik wh
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PEMERINTAH KOTA MEDAN \
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PAS/AR
KOTA MEDAN MEDAN
JI. Razak Baru No. 1-A Pasar Pelisah Lantai Ill Medan - 20212 Ay s Omeloprigt
(@ pud.pasarkotamedan K pudpasarkotamedan ¥ @pdpasarmedan
Email  pd pasarkotamedani@gmail.com
Medan, 2¢ April 2023
Nomor : 070 / IGR&  /PUDPKM /2023 Kepada Yth :
Hal  : lzin Riset Wakil Dekan I
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
Di -
Medan
Dengan Hormat,
Berdasarkan Surat Saudara tentang Surat Keterangan Riset atas nama sebagai berikut :
No NAMA NIM Ket

1903100047

i Mutia Anggriani

Dengan ini Direksi PUD Pasar Kota Medan memberikan Izin kepada Mahasiswa/i Saudara untuk
melaksanakan Riset di PUD. Pasar Kota Medan dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Riset Mahasiswa/i harus tunduk dan taat kepada Peraturan dan Ketentuan yang

berlaku di PUD. Pasar Kota Medan.

2. Dalam penulisan Laporan Mahasiswa/i terus bekerjasama dengan Pegawai PUD. Pasar Kota Medan agar
tidak terjadi kesalahan data.

3. Pelaksanaan Riset tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) bulan sejak Tanggal Surat ini diterbitkan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya

Tembusan ;
I Kepala Bagian Kepegawaian.
2. Pertinggal.



76

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH ‘
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PERPUSTAKAAN
Terahreditast A Nerdasarkan Ketetapan Perpirtab am Nasional Republik Indonesia No 000591 AP PIIX 2018
No, 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

U MSU Pusat Administrast t Jalan Kapten Mukhtar Bastl
APP. 1372000000y @ Rip: perpusiakaanumsi achd P perpustakaan g amsiacll o perpustakaan_umsu

uml(,.gnllﬂ""n
Ty e ah s i aem diedibnn

s dan L
"W 1

) e
| DM N0

130 7/ KETALI-AU /UMSU-PIM/2023

I

aan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis

Nomor

Berdasarkan hasil pemeriks:
(UPT) Perpustakaan  Universitas Mubammadiyah Sumatera Utara - dengan ini menerangkan

Nama : Mutin Anggriani
NIM : 1903100047
Univ./Fakultas : [Imu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan/P.Studi : Ilmu Administrasi Umum

Telah menyelesaikan segala .urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan ~ Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipefghnakan sebagaimana mestinya

Medan, 23 Ramadhan 1444 H
15 April 2023 M

Muhammad Arifin, S.Pd, M,Pd
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UNIVERSITAS MUBAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGANIPANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor: ~ T62UNDAL3 AUUMSU-03F/023

U M SU PogramStdi ~ : IImu Administrasi Publik
Hai,Tenggd @ Jumiat, 26 Mei 2023 2 N K
n s | Terperca i &N
ST Wakdy © 0B0WBsd. Ssd :g, M STARS
e L AdaFISPUMSULL 2 wh 5 S fabaeatd
Nomor
No. Nama Mahasiswa Pokok = Lol Judul Skripst
' Mghasiswa | PENGUJII PENGUAI I PENGUI
1| Hamrt RestAhA fogstoo [PEDVAMRIZAL SS0s, [onJEHRNRIHO  [onSTIHAWR, SSts, | FUNGSI ACTUATING DALAM PENGELOLAAN PERSAHPASAN D
uSi \ZHARSYAH, 8505, MSi.[Msp DINAS LINGKUNGAN HIOUP KOTA BINA ‘
\
. OPTIMALISAS! NANAJEVEN STRATEGIS DALAMPELAYANAN
J! ™ b e S ADMINURASIKtPENDUDUKA?iaIU};ANTOP URA |
\ |
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